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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan izinnya sehingga
l.aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun guna memberikan
gambaran sejauh mana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Sulawesi Barat dan hasil-hasil yang dicapai dalam satu tahun anggaran (Tahun Anggaran
2022).

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini

masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik Materi, redaksinya maupun sistem

penyusunannya. Oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran-saran dari berbagai

pihak demi kesempumaan laporan ini.

Besar harapan kami kiranya Laporan ini dapat bermanfaat bagi kepentingan

pembangunan Provinsi Sulawesi Baral.

Mamuju,  Februari 2023
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1.1.

1.2.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good govemance).
pemerintah telah menerbitkan terbitkan Perpres No.29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Pelaksanaan lebih lanjut di
dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang petunjuk tekins PK
(Perjanjian Kinerja).Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi Pemerintah uniuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah di tetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan
system manajemen yang berorientasi pada hasil vang merupakan salah satu instrumen
untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan responsive terhadap
aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan sistem LAKIP tersebut.
setiap instansi perlu membuat Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Penetapan
Kinerja
Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi
Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun
2007 Temang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daecrah Provinsi Sulawesi Barat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran terletak di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju,
Provinsi Sulawesi Baral.

Untuk mengoptimalkan dan menjaga kinerja Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemrintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005

tentang Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam
1
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Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011
tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada dasarnya keberadaan Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat, merupakan unsur pemunjang urusan pemerintahan
bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (K3) serta perlindungan
masyarakat yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Satuan Polisi Pamong Praja .

1.3. Tugas, Fungsi dan Strukiur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat
merupakan salah satu perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Pemadam Kebakaran Sulawesi Baral dan
Peraturan Gubemnur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas
Pokek, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi barat, dimana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran merupakan
perangkat pemerintah daerah  vang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok & Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Berikut yvang tertuang dalam peraturan tersebut.
I. Tugas Pokok :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Pokok

2. Fungsi:
Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sulawesi Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penvusunan program dan pelaksanaan penegakan PERDA dan Peraturan
/Keputusan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat:




Pelaksanaan kebijakan PERDA dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah:
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masvarakat di Daerah;

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi penegakan PERDA, Peraturan/Keputusan Kepala
Daerah serta penyclenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Slpil dan
apratur lainnya,

Pengawas terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan
mentaati penegakan PERDA dan peraturan/keputusan Kepala Daerah

. Pelaksaan Tugas lainnya yvang meliputi:

- Mengikuti proses penyusunan persturan perundang-undangan serta
kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hokum daerah:

-  Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat
Negara dan tamu Negara;

- Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-  Membantu pengamanan dan penertiban  penyelenggaraan  keramaian
daerah dan atau kegiatan vang berskala missal: dan

. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri

dari;

L.
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Kasat Pol PP

. Sekertaris

# Sub Bag. Program dan Pelaporan;
# Sub Bag. Keuangan dan Asset:
» Sub Bag. Umum dan Kepegawaiaan.

. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah (P2UD)

# Seksi Penyelidikan & Penyidikan;
# Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan;

# Seksi Evaluasi dan Penpawasan.

. Bidang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat

# Seksi Operasi dan Pengendalian

+# Seksi Kerjasama
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» Seksi Sumber Daya Aparatur

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

6.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

> Seksi Bina Potensi Masyarakat

» Seksi Pengendalian dan Pengamanan

Bidang Pemadam Kebakaran

» Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;

» Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah; dan

> Seksi Sarana dan Prasarana Operasional.

7. Kelompok Fungsional

Kepala Satuan merupakan unsur pimpinan yang mempunvai tugas pokok
membantu Gubernur melaksanakan perumusan, kebujakan,
pengkoordinasian, pembinaan, pemantauan dan  evaluasi  urusan
pemerintahan  dibidang  Satuan  Polisi Pamong Praja dan  Pemadam
Kebakaran meliputi Bidang Bidang penegakan perundang-undangan daerah,
bidang ketertiban umum dan  ketenteraman masyvarakat, Bidang
Perlindungan Masyarakat dan Bidang pemadam kebakaran. Untuk
melaksanakan tugas pokok Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

1) penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah
dan peraturan/keputusan kepala daerah. penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masvarakal serta
pemadam kebakaran:

2) pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan/
keputusan kepala daerah;

3) pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan  Ketertiban  umum  dan
ketenteraman masyarakat di daergh;

4) pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

5) pelaksanaan pemadam kebakaran:

6} pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah, peraturan/
keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenleraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia,

penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya;
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7) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati  penegakkan peraturan  dacrah  dan
peraturan/keputusan kepala daerah;

8) proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum dacrah;

9) pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan
tamu negara;

10)pelaksanaan  pengamanan  dan  penertiban  aset yang  belum
teradministrasi sesuai dengan kelenluan peraturan  perundang-
undangan;

| |)pengamanan dan penertiban penyclenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah;

12)pengoordinasian  pengamanan  dan  penertiban penyelenggaraan
keramaian dacral dan atau kegiatan vang berskala massal;

I3)pengoordinasian ke kabupaten tentang pemctaan wilayah rawan
kebakaran: dan

| 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di hawah dan bertanggung
jawah kepada Kepala Satuan. Sekretariat yang merupakan unsur stal’ yang
bertugas dan berkewajibun membantu kelancaran pelaksanaan wgas-tugas
kasat dalam menvusun perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan
kerumahtanggaan serta pengkoordinasian Bidang-bideng lingkup Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menyenlenggarakan
pengadminisirasian kesekretariatan dan pemfasilitasian tertib administrasi
Bidang-bidang lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, Sekrtaris merupakan unsur pembantu dan  pelayanan
administratip mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan
administratil’ kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebukaran
1) koordinasi perumusan dan penyusunan rencana. program dan anggaran
2) pelaksanaan pemantavan dan evaluasi kinerja
3) pengelolaan  verifikasi  keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan

urusan akuntansi dan pelaporan keuangan:
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4) pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan
dan pengelolaan asset, hubungan masyarakat serta urusan perpustakaan,
arsip dan dokumentasi;

5) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan
fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara

6) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

7) koordinasi dan penyusunan produk hukum di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan

) pelaksanaan tugas —tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

4. melaksanakan penyusunan rencana. program/kegiatan  scksi
program dan pelaporan;

b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana
program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan
Jangka panjang;

¢, melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana
kerja (renja) dinas;

d. melaksanakan koordinasi  penyusunan program  perencanaan
pemerintah daerah (RPJPD, RPIMD dan RKPDY);

e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan
kegiatan bulanan dinas;

. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah ( LKjIP) dan pelaporan-pelaporan dinas lain:

2. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan
penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing
bidang:

h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan
kemajuan program dan kemajuan program dan kegiatan masing-
masing bidang;

i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan
anggaran;

j.  melaksanakan koordinasi dan konsulasi terhadap unit kerja terkait:

k. melaksanakan monitoring ,evaluasi dan pelaporan; dan

. melaksanakan tugas lain vang diberikan pimpinan.
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(2} Sub bagian Kewangan dan Asset mempunyai tugas :

;8

menyiapkan bahan penatausahzan dan pemhinaan administrasi
kenangan meliputi gaji pegawai keuangan, perjalanan dinas serta
hak-hak lain;

. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas:

. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak dan pelaporan keuangan:

. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan realiasasi dan

evaluasi perhitungan anggaran serta pembenshan  administrasi
bendahara;

melaksanakan klarifikasi dan menindak lanjuti  laporan hasil
pemeriksaan (LHP) dan/atau laporan hasil audit (LHA)
melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data bahan evaluasi dan

pelaporan keuangan dinas:

. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan

dinas;

. melaksanakan monitoring.evaluasi dan laporan pertanggngjawaban

keuangan dinas;

melaksanakan  urusan  Kerumahtanggaan dinas dan  rencana
kebutuhan perlenpkapan dinas:

melakukan pengelolaan dan penatausahaan asct;

. melaksanakan penvusunan admimstrasi,pengadaan pendistribusian

dan penghapusan aset barang inventaris dan perlengkapan dinas: dan

melakukan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

(3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai (ugas

a.

Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian:

melakukan pengelolaan wrusan ketatusahaan dan  administrasi
kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti,
kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;

melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan
penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG):

menyiapkan bahan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian

melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG),
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e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban Kerja pegawai;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk
dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

g. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang
dinamis;dan

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinann;

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai (tugas

memimpin membina bawahan dalam Mengoordinasikan rumusan kebijakan

operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan penegakan

perundang-undangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya

yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma, standar prosedur,

kriteria dan ketentuan yang berlaku.Bidang penegakan perundang-undangan

daerah dalam melaksanakan tugasnya dan menyelenggarakan fungsi:

i,

pembinaan, pengaturan dan sosialisasi  peraturan-peraturan dan
kepurusan-keputusan yang ada baik secara internal dan eksternal yang
berhubungan dengan ruang lingkup bidang tugas;

penyelenggaraan administrasi baik yang berhubungan dengan konsep
maupun penunjang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
serta penyelidikan dan penyidikan.

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkada
yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya;

penyusunan konseptual pembinaan dan pengaturan program kegiatan
sesuai denpan bidangnya:

perencanaan, menyiapkan. dan melaksanakan Kkegiatin  vang
berhubungan dengan penegakkan peraturan dan berkoordinasi dengan
instansi terkail sesuai dengan bidang tugasnya:

pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan
serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran
dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah vang diambil dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non
teknis  aparatur  Satuan  Polisi Pamong Praja dan  Pemadam

Kebakaransesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8
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h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan

tugas-tugas kedinasan secara berkala unmtuk dijadikan bahan kajian

pimpinan dan hasil Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
(1) Seksi Penvelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas :

i

|

menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai ingkup
fugasnyva;

menyiapkan bahan dan melaksanskan peraturan  perundang-
undangan dalam melaksanakan tugas:

menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan
dan data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan
pelanggaran peraturan perundang-undangan dacrah;

melakukan penyelidikan apabila mengetahui. menerima laporan
alau pengaduan tentang werjadinya pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan daerah:

melakukan penvelidikan ketempal kejadian;

melakukan pemeriksaan terhadap perundang-undangan daerah
serta membual laporannya (BADP):

melakukan analilis  jenis dan tingkat pelanggaran serta
mengumpulkan  bahan  evaluasi  kegiatan  penyelidikan  dan
penyidikan:

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfatau  kegiatan
kepada kepala bidang; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

(2) Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan menmpunvai tugas:

a. merencanakan, menyusun  dan  melaksanakan  program  dan

kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

b. mengumpulkan dan mengklasifikasi data dan informasi tentang

peraturan perundang-undangan daerah;

c. melakukan pembinaan ASN serta memberikan  penyuluban

kepada masyarakat dan aparatur tentang kesadaran mentaati
peraturan perundang-undangan daerah;
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mengkaji kelayakan kegiatan operasional yang berkaitan dengan
suatu pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
melakukan pendataan pelanggar perda;

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan
perundang-undagan daerah vang berkaitan dengan tupoksi;
menyiapkan anggaran pendidikan dan pelatihan PPNS setiap
tahun;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kepada
kepala bidang; dan

mielaksanakan wgas lain yang diberikan oleh pimpinan,

(3) Seksi Evaluasi dan Pengawasan mempunyai lugas:

i.

£

merencanakan. menyusun dan melaksanakan program-program
kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

mempelajari, memahami  dan  melaksanakan  pengawasan
peraturan perundang-undangan daerah vang berkaitan dengan
lugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi bahan
dan data untuk mendukung pelaksaan kegiatan;

menyiapkan bahan melaksanakan pengawasan terhadap
permasalahan perundang-undangan daerah;

menviapkan bahan dan melaksanakan pelatihan diklat PPNS:
dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketetraman Masyrakat

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakal mempunyai tugas

memimpin, membina bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan

kebijakan

operasional program dengan menyelenggarakan kegiatan

ketertiban umum dan ketenleraman masyarakal scrta pelaksanaan tugas-

tugas umum lainnva yang diarahkan Kepala Satuan sesuai dengan norma,

standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat dalam melaksanakan tugas dan

menyelengegarakan fungsi:
4. penvusunan rencana strategis kegistan operasional dan pengendalian

lapangan;

10



. pembuatan, penyusunan dan Pengoordinasian Standar Operasional
Prosedur (SOP) serta sural tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan
kegiatan operasional:
nemberian pelayanan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat
dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam bentuk pembuatan
rekomendasi perijinan keramaian, kehilangan dan fiskal;
pemberian pengarahkan dan mengendalikan anggota dalam pelaksanaan
tugas operasional;
. bekerjasama  dengan  aparat  penegak hukum dalam pelaksanaan
operasioan| penertiban;
bekerjasama dengan masing-masing LSM dan organisasi sosial
masyarakat dan organisasi profesi lainnya dalam hal penciptaan suasana
yang aman tertib dan terkendali:
. pengidentifikasian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan
serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran
dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah yang diambil dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tupas kedinasan:
. pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non
teknis aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan
tugas-lugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian
pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran;dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan operasional;

bh. melakukan membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil

kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
c. melakukan memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan
kesalahan-kesalahan guna penyempumaan lebih laniut;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas operasional berdasarkan

rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepal sasaran;
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e. melakukan menganalisis dan memberikan alternatif pemecahan
masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan
sesuai rencana;

f. mengerjakan mengoordinir dan memantau pelaksanaan penjagaan
gedung dan asset penting milik pemerintah daerah sesuai ketentuan
vang berlaku untuk menghindari penyalahgunaan asset:

g. melakukan pelaksanasan pengamanan dan memantau pelaksanaan
pengamanan rumah jabatan, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan
kerja, tamu/ delegasi, tempat upacara dan acara penting gubernur
dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan dan prosedur vang
berlaku sehingga tercipta suasana kondusif, aman dan nyaman: dan

h. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimipinan.

Seksi Kerjasama mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kegiatan sub bagian perencanaan
operasional,

b. melakukan dan membagi tugas, memberi petunjuk memeriksa hasil
kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

¢. menyiapkan bahan pelaksanasn tugas operasional berdasarkan
rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan tepat sasaran;

d. melakukan dan memberikan allernative pemecahan masalah yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat agar tercapai hasil pelaksanaan sesuai
rencana;

¢. melakukan  pemantauan  pelaksanaan  pengawalan  terhadap
gubernur dan wakil gubemur serta tamu penting pimpinan
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tercipta
suasana yang kondusif bagi pimpinan dalam melaksanakan tugas:

f. melakukan pemantauan pelaksanaan serta melakukan kerja sama
dengan pihak terkait dalam melaksanakan penanganan unjuk rasa
dan kerusuhan massa;

2. menyusun hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
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h.

melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala
atas pelaksanaan program strategis idan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3} Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan-bahan yang merupakan sarana dan prasarana
operasional untuk menunjang pelaksanaan tugas dan lungsi scksi
sumber days aparatur satuan polisi pamong praja Provinsi
Sulawesi Barat;

menyiapkan bahan peningkatan SDM aparatur pemerintah
dibidang penegakkan peraturan;

melakukan pengumpulan bahan-bahan dan menyusun kegiatan
pelaksanaan operasional dalam melaksanakan (ugas ;

melakukan petunjuk teknis kepada hawahan dalam melaksanakan
tugas

menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan kepada bawahan
khususnva kegiatan diklat dasar;

mengevaluasi pekerjaan bawahan untuk mengetahui bawahan
yang berprestasi dan tidak berprestasi. selanjutnya memberikan
arahan, bimbingan tentang pelaksanaan diklat dasar serta tekms
fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat:
menyiapkan bahan narasumber dan pelatih yang professional
tentang diklat dasar dan teknis fungsional;

menyiapkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan serta teknis fungsional;

melakukan koordinasi dengan instansi terkait yvang bersentuhan
langsung dengan pelaksanaan kegiatan:

menjalin kerjasama semua pihak, yang dapat menunjang kegiatan
sumber daya  aparatur satuan polisi pamong praja provinsi
sulawesi barat untuk mencapai hasil yvang diharapkan khususnya
menyiapkan aparat yvang memiliki moral, kompetensi dan
keterampilan;dan

melaksanakan tupas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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5.

Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas memimpin, membina

bawahan dalam Mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional

program dengan menyelenggarakan kegiatan perlindungan masyarakat serta

pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya vang diarahkan Kepala Satuan sesuai

dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang

Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan

lungsi :

d.

pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan kegiatan dalam rangka
memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat terhadap gangguan dan
ancaman dari segala bidang;

Pengoordinasian dengan lembaga lainnva dalam upaya pencegahan dan
penanggulangan akibat bencana (upayva evakuasi):

pelaksanaan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan
kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan bidangnya.
pembinaan, pengarahan, dan penyiapan pembekalan kepada masyarakal
agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik
tidak berkembang;

pemberian pelayanan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
usaha masyarakat dalam bentuk pembuatan surat ijin usaha;
pengidentifikasian permasalahan vang timbul berkenaan dengan kegiatan
serta mengumpulkan alternatif pemecahannya sekaligus pemberian saran
dan pendapat kepada Kepala Satuan atas langkah vang diambil dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan:

pembinaan dan pengendalian serta bimbingan tugas-tugas teknis dan non
teknis aparatur Satuan Polist Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan
lugas-lugas kedinasan secara berkala untuk dijadikan bahan kajian
pimpinan dan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
kebakaran:dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.
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1) Seksi Sutuan Perlindungan Masyarakat mempunyai lugas

B

i

melakukan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan
peningkatan SDM satuan linmas;

melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan
evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM

satuan linmas;

. meviapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan

pembinaan perlindungan masyarakat;

melakukan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan
penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam
ranuka peningkatan perlindungan masyarakat;

melakukan penyusunan telaahan stal’ scbagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

mengerjekan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan
kerjasama  perlindungan  masyarakat  dengan  pemerintah,
Dinns/Hadan/T.embaga Provinsi dan Kabupaten'kota, lembaga
nasional dan internasional;

melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  kegiatan sub  bidang
peningkatan SDM satuan linmas;

melakukan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan olch pimpinan.

2} Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas :

a. melakukan  kegiatan fasilitasi dan pembinaan  organisasi

kemasyarakatun;
menyusun  program  kerja  bidang pembinaan  organisasi
kemasyarakatan;

. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasililasi dan

pembinaan organisasi kemasyarakatan:

, menyiapkan bahan pengumpulan dan mengolah laporan pembinaan

organisasi kemasyarakatan;
melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan  pembinaan

organisasi kemasyarakatan;
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f. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan sub bidang
pembinaan organisasi kemasyarakatan;
o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait:dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3) Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana pengendalian dan pengamanan di Bidang
Linmas;

b. melakukan mediasi, komunikasi dan fasilitas kebijakan pengerahan
Sumber Daya;

c. menyiapkan bahan peningkatan SDM dan kesiapsiagaan bidang
linmas dalam penanggulangan Bencana serta Pengendalian dan
Pengamanan Ketentraman Masyarakat;

d. mengerjakan Pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan
pengendaliannya berkenaan dengan kegiatan serta mengumpulkan
alternatif’ pemecahannva sekalipus pemberian saran dan pendapat
kepada kepala bidang atas langkah pengendalian dalam mendukung
kelancaran tugas kedinasan;

¢. melakukan Pengoordinasian, monitoring dan  evaluasi  serta
pelaporan secara berkala atas pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan untuk dijadikan bahan kebijakan dan penyusunan hasil
kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

D. Bidang pemadam kebakaran

Bidang  pemadam  kebakaran mempunyai  lugas — memimpin,

Mengoordinasikan program kerja dengan Instansi/Lembaga vang ada di

daerah terkait sarana dan prasarana, pencegahan. pensnggulangan, serta

pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya yang diarshkan pimpinan sesuai

dengan norma, standar, prosedur, kriteria dan ketentuan yang berlaku. Bidang

pemadam kebakaran dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dengan Instansi /Lembaga lainnya terkait dengan
kompetensi personil. pencegahan serta penanggulangan bencana

kebakaran;
16
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b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi /[ lembaga terkait dengan

penyelamatan dan pencarian korban kebakaran;

e. mengoordinasian monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala

atas pelaksanaan program strategis kepada pimpinan untuk dijadikan

bahan kebijakan dan penyusunan hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran: dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(1) Seksi Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas ;

a.

f.
g

menyusun kegiatan pelaksanaan dan pelatihan dan pencegahan
kebakaran;

. merencanakan dan mempersiapkan pencegahan kebakaran;
. melaksanakan penyuluhan pencegabhan kebakaran terhadap unit-

unit kerja  pemadam kebakaran instansi pemerintah, swasta dan

masyaralkat;

. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan

pencegahan kebakaran;

. melaksanakan koordinasi dengan pihak pihak terkait tentang

persiapan pelatihan;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan:dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Koordinasi dan Kerjasama Antar Wilayah mempunyai

Tugzas @

il.

menyusun rencana kepiatan sub bagian koordinasi dan kerjasama

antara wilayah;

. melakukan petunjuk dan memeriksa hasil kerja agar lercapal

efektifitas pelaksanaan tugas;

. mengoordinasikan dengan instansifunit kerja terkait dalam

penanggulangan bencana kebakaran.

. melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antara

Pemerintah  Pusat dan Kabupaten dalam lingkup wilayah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

menyusun  dan memetakan  wilayah rawan  terjadinya
kebakaran:dan
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f. menyusun dan melaksanakan monitoring ke wilayah atau ke daerah
lain :dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Operasional mempunyai tugas :

a. Menyusun kegiatan pengumpulan dan bshan perumusan kegiatan
pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan
kebakaran. SAR. dan alat komunikasi serta operasional
penanggulangan kebakaran;

b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan scksi sarana dan
prasaran operasional kebakaran:

¢. Menyiapkan bahan, pengolahan, penganalisaan data serta
penganalisaan pengadaan pemeliharaan peralatan operasional
penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;

d. melakukan koordinasi dengan Instansi/l.embaga lainnya terkait
pengadaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan
operasional penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan;

¢, menyiapkan bahan  .koordinasi. monitoring, evaluasi serta
pelaporan kegiatan scksi sarana dan prasarana; dan

f. melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh pimpinan.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi
Sulawesi Barat didukung Sumber Daya Manusia Aparat Sipil Negara (ASN) sejumlah
127 orang yang terdiri dari bermacam-macam pendidikan 82 sebanyak & orang, S1
sebanvak 68 orang, D3 schanyak 2 orang. SLTA sebanyak 49 orang, SLTP sebanyak
{ orang.

Dukungan lain Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat adalah scjumlah 43 anggota sudah
mengikuti Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan sejumlah 5 anggota yang mengikuti
diklat PPNS.minimnya anggotla vang sudah mengikuti Diklat Dasar Pol PP yang
dimiliki karena terbatasnya anggaran Satpol PP & Damkar. Akan tetapi dalam upaya
percepatan diklat Satpol PP untuk seluruh anggota Satpol PP & Damkar Provinsi
Sulawesi Barat tergantung ketersedinan Anggaran yang ada.
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1.5 LANDASAN HUKUM
Penvusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

1.6

Sulawesi Barat Tahun 2022 bedasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan
sebagai berikut :

1.

13

10,

11

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang WNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

Perawuran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan
korupsi:

Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubaban atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

. Peratmran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nemor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor [ Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 202]
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1).

SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambar pencapaian kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Tahun 2022, Capaian kinerja tersebut
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dikomunikasikan dengan ketetapan kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur
keberhasilan organisasi dalam satu tahun. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap
rencana kerja yvang ada akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah
kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa-masa yang akan datang. Dengan pola pikir
seperti ini sistimatika panyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 adalah sebagai
berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Meliputi latar belakang, gambaran wmum, tugas, fungsi dan struktur
organisasi, sumber daya manusia. landasan hukum dan sistematika
penyajian,
BAB 11 PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini diuraikan ringkasan/iktisar Perjanjian Kinerja tahun yang
bersangkutan
BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian Kinerja organisasi uniuk seliap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi, setiap pernnyataan kinerja sasaran strategi
tersebut dilakukan analisis caaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencansan
sirategis organisasi:

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

5. Analisis Penyebab keberhasilan/Kegagalan atau
Peningkatan/penurunan  kinerja serta alternatif solusi vang telah
dilakukan;

6. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya:

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan staupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
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B. Realisasi anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran vang digunakan dan vang
telah digunakan vntuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpedoman pada rencana strategis Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berorientasi pada hasil vang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022, Rencana Strategis imi digunakan
sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2022 dan
Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022,
2.1 RENCANA STRATEGIS
Kedudukan Saman polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat daerah degan tugas
pokoknya sebagai penegak PERDA, serta menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, sesuai peraturan daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 06 Tahun 2016
Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Baral dan
Peraturan Gubemur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Satuan
Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah kota yang dipimpin olch
seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja telah menyusun visi dan misi yang
tertuang dalam Rencana Strategis 2017-2022. Di tahun 2013 Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai satu bidang bar, yaitu Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Dan
pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai satu bidang baru, yailu Bidang
Pemadam Kebakaran (DAMKAR).

2.1.1 VISI DAN MISI
. VISl
Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang
ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT PROVINSI SULAWESI BARAT
VANG AMAN, TENTRAM, DAN TERTIB MELALUF PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN DIDUKUNG PERAN SERTA
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH
DEMI  PERCEPATAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”
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b, MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh

anggota Satpol PP dan pihak vang berkepentingan (stakeholders) agar dapat

mengetahui

dan

mengenal keberadaan dan peran  Satpol

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(1)

tentram. dan tertib.

profesional.

(3)
(4)
lainnya.

(5)

Melengkapi regulasi (Perda dan Pergub) Operasional
Peningkatan Kerjasama sinergitas Saipol PP Kab/Kota dan Apartur

kantrantibmas pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).

(6)
(M

Pembinaan Sekretarial bersama PPNS.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Ketaatan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Gubemur

PP dalam

Menciptakan kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang aman,

Membangun Sumber Daya Manusia Satpol PP yang handal dan

Peningkatan operasi-operasi penegak peda serta peningkatan operasi

Sosialisasi-sosialisasi pembinaan dan perlindungan masyarakat (Linmas)

N,

Tujuan

Mewujudkon Simasi
dan Kondisi yvang
Aman dan Tertik Dermi
Kesejahteraan
Misvarakat sertn
Foosatn dan Kiosadaan
Wasvamket hacdp
Peratuemn | essh den

Keeputusan Gubomer .

Tabel 2.1
Tizjuan dan Sasaran Satuen Polisi Pamong Praja den Pemadam Kebakarmn
- Target Kinerja
Sasaran Indikator Tajuan/Sasaran Pada
Tujuan/ Tahun Ke-
Sasaran 2018 2019 | 2020 2021 | 2022
Berkembangnya Masyarakat
kehidupan memperolehketentra) 66.62 | 67.64 | 68.65 | 69,68 | 70,53
masyarakal vang men dan ketertiban
berbudaya tertib dan|  dilinghungamnya
fentram. dan penegakan
: Pordadan
Perundang-
undampan fnn yang
bizs dilaksanihan,
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| Meningkatkan - Meningkatnys | Indeks Refirmasi
kapasitas Kapasitas Rirokrasi
Kelembagaan dah kelembagaan uniuk] Profesionsl
kunlitos ASN untuk perwijudan |
peneripan pemerintahan yang
kepemerintahan yang akuntabel dan
baik efektif,
- Meningkatnyva

kualitas

Fammpetensd ASN

mituk perwujudan

pemerintahan yang

ferpercaya

1) Sasaran Strategis

Sasaran Kinerja ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau

pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin suksesnva pelaksanaan

rencana  Kinerja  kegiatan, Sasaran-sasaran  vang  ditetapkan  sepenuhnyva

merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan vang

telah dilaksanakan. Dengan demikian, apabila seluruh kegiatan yang

ditetapkan telah dilaksanakan, diharapkan bahwa sasaran kinerja tersebut dapat

dicapai. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat schagai perwujudan dari Strategi

Rencana kerja meliputi:

Tabel 2.2
Tujoan Sasaran Sirategis dan Kehijakan
No. Tujuan Sasaran Btrategi Kebijakan
1 Mlewujudban Situas: dan Berkembangnya Peninghatan Terciptanva
Kondish vang Aman din kehidupan masyvarakae kualitas dan Ketentraman
Tertib Demi Kesejabternon | yang berbudaya tertb kapasitas sumber dan ketertiban
Musyarakot serin Kamdmnden | das tentram divve mamsia yang | wmum
I esardorn Winsyankal tethadap produktif dan
Pessturon Dieesah o Kepulsan berkarakier
Cithenmr.
¥ Meninghuthan kupasitas Meninglkatnys - Menmghkatkan Mleningkathkan
Eelembagaan dan kualitus Kepasitus kelemboapain tatn keloln Eapasitas
ASN untuk penempun urtuk pereujudan pemerintobhan ASN
kepemerintuhan vimg haik pemerminhan vang vang elekiif dan
akuniabe] dan efekiil. elisien
- Meningkatkan

dukunpgan sisiem

data dan

informisi

perintegrasi

memju good

| gOVETTIATICE
l |
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Meninghatmya Meningkaikan Kelembagann
kualitas konmpetensi kualitas dan dan kualitas
ASN pntuk kapasitas kinerjn ARN
perwujudan Aparatur Sipil
pemerinfubizn yang MNegard
ferpercaya B L

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator kinerja utama f{owfcome) dengan mempertimbangkan

tujuan program dan kegiatan yang mendukung program Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran Provinsi Sulawesi Baral. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur

keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator

keluaran (cuiput).

Indikator Kinerja Utama
"1, [ Sasaran Stategis | Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada yang di tegakkan
" [Tndikator Kincrja | Persentase Jumlah Porda dan Perkada yang ditegakkan
| Penjelasan/Formasi | Pelanggaran Perda/Perkada Yang disclesaikan o
Feflmngen Pelanggaran Perda/Perkida yang di temukan/dipantau
2. | Kasaran Strategis Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini
Indikator Kinerja | Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini J
Penjelasan/Formasi | Kegiatan Deteksi dan Cegah Dini x 100
" Operasi Kantrantibmas yang rencanakan
Perhitungan
3. | Susaran Strategis | Meningkamya Jumlah Gangguan  Kantranntibmas — yang
diselesaikan
Indikator Kinerja Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif
. Penjelasan/Formasi | Gangguan trantibum yang diselesaikan :
Perhit KD
e Guangguan trantibum yang ditangani
4. | Sasaran Strategis | Meningkatnya Jumlah SDM vang Mengikuti Diklat
Indikator Kinerja Persentase Personil vang mengikuti Diklat
Penjelasan/Formasi | Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat x 100%
Perhitungan Jumiah Personil Satpol
"5 | Sasaran Strategis Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran
Indikator Kinerja Dokumen Pemetaan Rawan Kebakaran
Penjelasan/Formasi | Jumlah Daerah vang dipetakan x 100%
Peikiftingan Jumlah Dacrah Rawan Kebakaran
6 | Sasaran Strategis Meningkatkan Kerja Sama Sinergitas Satpol PP Kab/Kola dan |
Aparat Lainnya
Indikator Kinerja Persentase Kerja Sama Kabupaten vang dilakukan
Penjelasan/Formasi Jumlah Dperasi_ﬁgrjasama -
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Perhitungan

x 100

Jumlih Kabupaten

7 | Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi ASN Lingkup Saipol PP &
Damkar dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Maju
indikator Kinerja | Tingkat Kompetensi ASN Lingkup Satpol PP & Damkar
Dalam Mewujudkan Pemerintah vang Maju
Penjelasan/Formasi | Jumlah ASN vang Kopetensi Lingkup Satpol PP &Dambkar
. X
Perhitungan T00%
Jumlah seluruh ASN Satpol PP & Damkar
8 | Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP &
Dambkar Dalam Mewujudkan Pemerintah vang Efektif
Indikator Kinerja | Tingkat Kapasitas Kelembagaan Lingkup Satpol PP & Damkar
Dalam Mewujudkan Pemerintah yang Efektif
Penjelasan/Formasi | Jumlah Lembaga vang ditegakkankasitasnya  » 100%
Perhitimgan Jumlah Lembaga vang ada
§ | Sasaran Strategis | Meningkatnya Dukungan sistem Data  dan  informasi

terintegrasi Lingkup Satpol PP & Damkar Menuju Good
Government

Indikator Kinerja Tingkat dukungan sistem Data dan informasi terintegrasi
Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Penjelasan/Formasi | Jumlah Laporan Yang di Hasilkan x 100%

Perhitungaan Jumlah Laporan Yang direncanakan

o

Sasaran Strategis

Indikater Kinerja

Penjelasan/ Formasi

Perhimungan

| Pagu Anggaran

Meningkatnya Pengelolaan Kinerja Anggaran Lingkup Satpol
PP & Damkar

Tingkat Capaian Kinerja Angparan Lingkup Satpol PP dan
Dramlcar

| Realisasi Pagu Anggaran

% 1M

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran sebagai bahan Tahun 2022 diperjanjian antara Kepala Satuan

dengan Gubernur dan besaran yang direncanakan melalui program/kegiatan pada

tahun 2022 adalah sebagai berikut :
NO. INDIKATOR TARGET
SASARAN STRATEGIS KINERJA SATUAN
1. Penunjang Urusan Persentase ASN dengan %o 100
Pemerintahan Dalam Deskripsi Pekerjaan yang
Daerah Sesuni
9. Peningkatan Ketentraman Persentase Fasilitas o 100
dan Ketertiban Penangunan Aduan
Umum Masyarakat
3. Panyalangaraan Pemeataan Tingkat wakw tanggsp li}/u 100
Rawan Bencana Kebakaran (Responze Timo Rate) dacrah
Laynanan Wilayah manajemen
kistharan (WHME)
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Anggaran Tahun 2022
PROGRAM ANGGARAN

1. | Perogram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. | 16.724.031.088
Provinsi
2. | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban | Rp. 481.766.407
Umum
3. | Program Pencegahan, Penanggulangan, Rp. 164.270.009
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non '
Kebakaran
Jumlah Rp. | 17.370.067 .504
Keterangan : - Pagu tersebut diatas merupakan pagu pokok sebelum rasionalisasi

- Pagu setelah rasionalisasi/perubahan sebesar Rp. 16.082.515.311
(ada pada lampiran realisasi fisik dan keuangan perkegiatan
APBD Tahun 2022
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BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instans
Pemerintah (LKjIP). Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi
pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang
dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan

Fungsi, sasaran, tujuan, misi dan organisasi.

1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran  kinerja  meliputi  penetapan  indikator  kinerja  untuk

masing-masing  sasaran dan Kkegiatan. metode pengukuran kinerja, dan

metode penyimpulan capaian kinerja sasaran.

3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja
Untuk  dapat mengukur Kkinerja suatu  sasaran  atau  kegiatan
perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut.
Indikator kinetja kegiatan meliputi indikator kinerja input, owufpu,
outcome, benefit  dan  impact. Indikator kinerja imput  merupakan
sekumpulan sumberdaya vyang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu
kegiatan, Indikator kinerja owfpar merupakan keluaran nyala dan
langsung  dapat  dilihat  setclah  kegiatan  tersebut  dilaksanakan.
Indikator Kinetja owfcome adalah hasil atan manfaat langsung vang
diharapkan dari pelaksanaan suatu  kegiatan. Bemefir  dan  impact
merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat.

3.1.2. Metode Penetapan Kinerja
Herdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
28
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Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

makapengukuran  kinerja  secara  kuantitatif dapat diperoleh dengan

membandingkan rencana dan realisasi selama satu tahun dengan Rumus

sebhagai berikut:

1) Apabilan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginva kinerja
atgu  semakin rendah  realisasi meninjukkan  semakin  rendahnya  Kinerja,

digunakan rumus :
s - 5 - _—|
Presentase Pencapaian Realisasi |
Rencana tingkat capaian ~ ~— 77T — 100%
larpet ‘

2) Apabila semakin tinppi realisasi menunjukkan semakin renduh kinerja
atau  semakin  rendah  realisasi  menunjukkan  semakin  tinggi  Kinerja,

digunakan rumus :

Presentase Pencapaian Target — (Realisasi-Target)
Rencana tingkat capaian  —

100% |
Target ‘

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan secara kuantitatif dengan
menilai  indikator kinerja pada setiap sasaran dan  kegiatan.
Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja terhadap sasaran
digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran
dengan indikator kinerjanya. Untuk menilai kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2022, hasil pengukuran
kinerja tersebut dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikul:

85 s/d 100 : Sangat Berhasil
70 s/d < 85 : Berhasil

55 5/d =70 : Cukup Berhasil
0 s/d <55 : Tidak Berhasil
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3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal

terpenting vang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclousure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui

keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan,

Adapun Indikator Kinerja Utama (TKUJ) yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022

adalah:

1. Meningkatnya Jumlah Perda dan Perkada vang di tegakkan
Indikator i berguna untuk mengetahui menurunnva jumlah pelanggar Perda.
salah satu misi Satpol PP Provinsi Sulawesi Barat adalah meningkatnya
kepatuhan masyarakat melalui penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan
Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari visi Provinsi
Sulawesi Barat dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Barat yang Malagbi'.
Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah
adanya penurunan pelangear Perda.

» Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan
Indikator ini berguna untuk mengetahui jumlah Perda dan Perkada yang

ditegakkan dalam melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
umum. Dengan rumusan sebagai berikut

Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan x 100%
Pelanggaran Perda/Perkada yang di temukan/dipantau

2. Tersedianva Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dini
Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa
besar tingkat Operasi Kantrantibmas dalam pengamanan tamu dan Pejabat Negara
vang berhasil diselesaikan. Tingkat penyelesaian pengamanan tamu dan Pejabat
Negara ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran.
# Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini
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1

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi
Kantrantibmas dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikul :

Operasi Kantrantibmas yang rencanakan  x 100%
Kegiatan operasi Kantrantibmas

Meningkatnya Jumlah Gangguan Kantranntibmas yang diselesaikan
Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa
besar tingkat Keamanan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat,
ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
» Persentase tercapainya sistem keamanan yang kondusif

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah Gangguan Trantibum yang

terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan rumus sehagai berikut :

(a an tranti diselesnikan x 100%

Gangguan trantibum yang ditangani
Meningkatnva Jumlah SDM vang Mengikuti Diklat
Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur scberapa
besar tingkat Profesional SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
kebakaran dalam meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Umum  serta
Perlindungan Masyarakat. ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

Persentase Personil yang mengikuti Diklat

Jumlah Personil Satpol x 100%
Jumlah Personil yang Mengikuti Diklat

Tersedianya Pemetaan Rawan Kebakaran

Indikator ini merupakan indikator vang digunakan untuk mengetahui titik rawan
kebakaran, ini menjadi tolok ukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Jumlah Dacrah Rawan Kebakaran x 100%
Jumlah Daerah yang dipetakan

1.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis vang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

jabaran  dari  Rencana  Strategis.  Sasaran  yang  ingin  dicapal

Satuan Polisi Pamong Praja meliputi 5 sasaran, dengan jumlah indikator
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sehanyak 3 indikator, Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran
tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1) Sasaran (1)

2)

3)

Meningkatnya Jumlah Perds dan Perkada yang di tegakkan

Sasaran ini mempunyai 1 indikator yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari
pencapaian sasararn,

Indikator perlama : Persentase Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan

Jumlah satpol PP 127 orang

i tahun 2022 ini target vang ditetapkan terdapat 20 Perda vang mengandung
Sangsi, 9 Pergub/Perkada yang mengandung sangsi. Satvan Polisl Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun 2022, Apabila
dituangkan dalam persen maka yvang didapat adalah

lumlah Perda/Perkada yang

memuat sanksi yang ditegakkan 29
x 100% —x 100% =100%
Jumiah keseluruhan Perda dan 29
Perkada yang memuat sanksi
Sasaran (2)

*Tersedianya Laporan Hasil Deteksi dan cegah Dim™

Indikator kedua ;: Dokumen Laporan Deteksi dan cegah dini

Jumlah satpol PP 127 orang

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak Operasi Kantrantibmas

dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

50
Kegiatan operasi Kantrantibmias x 100%% - x100% =100%
Operasi Kantrantibmas yang rencanakan 50

Sasaran (3)

“Meningkatnya Jumlah SDM yang Mengikuti Diklat™

Indikator ke Tiga : Persentase Personil yang mengikuti Diklat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banvak anggota Satpol PP vang
telah Mengikuti Diklat Satpol PP dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai

berikut :
Jumlah Personil vang Mengikuti Diklat x 100% = 43 x 100% =3701%
Jumlah Personil Satpol PP 127
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4} BSasaran (4) : “Terwujudnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat™
Indikator : Persentase tercapainya sistem keamanan yang Kondusif
Indikator ini digunakan untuk mengetahui Ganguan Trantibum vang di selesaikan
dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut :

Gangguan trantibum yang diselesaikan 100% =25 x100% =100%
Gangguan trantibum 25

5) Sasaran (3) : “Tersedianyva Pemetaan Rawan Kebakaran™
Indikator : Dokumen Pemetaan Rawan Kebakaran
Indikator ini digunakan untuk menpetahui Persentase Pemetaan Rawan Kebakaran
yang di selesaikan dan dapat diselesaikan. Dengan rumus sebagai berikut ;

Jumiah

men

= | Dokumen

Pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun

2022 rata-rata mencapai 90 %. Hal ini dapat diartikan kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2022 dikategorikan berhasil. Capaian
kinerja sebesar 100 % tersebut merupakan keberhasilan instansi dalam melaksanakan

program dan kegiatan selama tahun 2022, Berikut ini merupakan tabel Pengukuran

Pencapaian Sasaran tahun 2022

Tabel Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2022

L8] Sasaran Strategis Indilator Kinerja Target Realisasi pﬁ:ﬁ:‘g
1. | Meningkatnya Jumiah Perda Persentase Jumlah
dan Perkada yang dilegakkan | Perda  dan Perkada 100 105G
yung ditegaklan
2. | Tersedianya Laporan Hasil Dokumen Lapordn 1 Laporan | 1 Laporan
Deteksi dan cegah Dini Deteksi dan cegah dini L 1009
T Meningkatnya Jumlah SDM | persentase Personil 100 100% .
4 | yang Mengikuri Diklat yang mengikuti Diklat
4 Mcningkam}'a Jumlah P'ersentase lercapainya 1008% | 009G
k Gangguan Kantranntibmas sisiem Keamaman yang
y yang diselesaikan kondusif
5 | Tersedianya Pemelaan Rawan | Dokumen Pemetaan | Laporan | | Laporan
o | Kehakarm | Rawan Kebakaran
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Faktor-faktor Penghambat Dalam Pencapaian Indikator Kinerja pada Satvan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Kesadaran Masyarakat masih rendah

2. Persepsi negatiif masyarakat tentang Satpol PP

3. Jumiah Fungsional Satpol PP Masih terbatas

4. Jumlah PPNS masih terbatas

5. Sarana Prasaran Penunjang belum Mamadai

6. Kuwalitas personil Pol PP vang belum memadai

Faktor-faktor Pendukung Dalam Pencapaian Indikator Kinerja pada Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Komitmen Internal yvang tinggi

2. Tersedia regulasi yang cukup

3. Tersedia Standar Pelayannan Minimal

3.3. Realisasi Anggaran
Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, kondisi keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun
2022 ini adalah sebagai berikut. Dana belanja langsung pada tahun 2022 adalah sebesar
Rp. 5,514,505,702,- Realisasinya sebesar Rp. 5.182,441,709,- atau sekitar 93,98%.
Sedangkan untuk belanja tidak langsung. penyerapannya sebesar Rp. 10.444.216.671.-
dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 10.568.009.609,- atau sekitar 98,83%
Penyerapan anggaran tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Adapun perbandingan rencana dan realisasi anggaran ditahun 2022 seperti
dalam tabel berikut:
Tabel 4 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran tahun 2022

| : Persentasi
| No Program i Pagu Realisasi Yo
| Program Peningkatan |
| Ketentraman dan Ketertiban 444660423, 434899, 4485~ 97.80
Umum
Program Pencegahan,
5 Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan 141,932 405.- 135,308, 745.- 05456
| Peneyelamatan Non
Kehakaran |
I Total ] | 586,612,828, 570.408.230,- 97.23

Rineian kinerja keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022

terdapat dalam lampiran Realisasi Keuangan.



BAB IV

PENUTUP
Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat mengacu pada

Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2012, tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Sulawesi Barat, dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tugas

Pokok dan Fungsi Satwan Polisi  Pamong Praja  Provinsi Sulawesi  Barat,

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan

pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 ini disusun sebagai laporan pertangeungjawaban vang
untuk ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kelancaran, ketepatan dan keakuratan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang semakin produkiif, profesional, efektif dan
efisien serta tanggap terhadap aduan masyarakat, responsif terhadap perubahan, dan
semakin terdepan dalam pelayvanan masyarakat.

2

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat untuk refleksi dan

perbaikan kinerja instansi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta

pertangeungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat di tahun-tahun berikutmya.

3. Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat tashun 2017 - 2022 dan Indikator
Kinerja Utama ['ahun 2022.

4. Kegatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat
tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdini dari 3 program, yang
terinci dalam 31 Sub. kegiatan.

5. Satwan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat pada tahun

2022 menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5,182,441,709,-  atau sekitar

93.98% dari anggaran yang berjumlah Rp. 5,514,505,702,- Sedangkan untuk belanja tidak

langsung, penyerapan anggaran mencapai Rp. 10.444.216.671,~- atau sekitar 98,83 % dari

anggaran vang berjumlah Rp 10.568.009.609,- Sccara umum capaian Kinerja sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan sangat berhasil. hal

ini dapat dilihat dari angka pencapaian sasaran sebesar 97,17 %, tetapi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2022 masih terdapat kendala dan permasalahan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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Rekaptulasi PERDA/PERKADA vang ditegakkan
Provinsi Sulawesi Barat

TUMLATI KETERANGAN
JENIS PELAYANAN | JUMLAH | PERDA/PERKADA
NO-| pasar PERDA | YANG DITEGAKKAN |
PERKADA | prppa | PERKADA
20 PERDA yang memuat
kKetentraman dan s sanksi
U | Keteniban Umum s k3 % G PFRKADAPERGUB

yang memiat sanksi

PERDA YANG | PERDA YANG
NO. JENTS PERDA JUDUL SURJFR MEMUAT SDH
SANKSI | DITEGAKKAN
RETRIBUSI
I ;ﬁ:ﬂﬁ NO.D6TAHUN | ey A vANAN SJASA v v
KETATALISATTAAN
— N PLNLRIMAAN
5 | ;ﬁlm NOO7 TAHUN | oinoim s AN PIIIAK i o
KETIGA
;| PERDA NG 08 TAHUN | LAMBANG DALRAH = =
2006 PROV. SULBAR
: | PENGGUNAAN
4 ;’m”‘“ NOOITAHUN | ¢ Ay IBANG DAERAH v v
06 |prov.suBaR | N
< | PERDA NO T0TAHUN | LAGU MARS DAN F 7
S| 2006 HINNE PROV. SULBAR
RETRIBUSI
. | PERDANO 08 TAHUN | PELAYANAN ’ ”
2010 KESEHATAN
RETRIBUSI
;| PERDA NO 03 TAHUN | PERIZINAN , p
2012 TERTENTU
PERLINDUNGAN
¢ | PERDANOO4 TAHUN | PENGELOLAAN 4 »
2014 LINGKUNGAN HIDUP |
PENYELENGOARAAN |
PENGENDALIAN UJI
MUTU BAHAN
BANGUNAN.
9 PERDA NO O3 TAHUN KONSTRUKSI 7 v
2015 BANGLNAN DAN
STANDARNISAS]
TATA BANGUNAN /
LINGKUNGAN
i
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2017

PENCEGAHAN

PERDA NO 03 TAHUN

| LAINNYA
PERDA NO 01 TAHUN

PENYALAGUNAAN
NARKOTIRKA,
PRIKOTROPIEA DAN
ZAT ADIKTIF

-
|

KAWASAN TANPA
ROKOK

12

PERIDA NO 03 TAHUN
2018

PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DATRAH

PERDA NO 05 TAHUN
2018

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI
BARA|T NOMOR |
ITAHUN 2011
TENTANG PAJAK
DALRAH

14

PERDA NO 02 TAHUN
2019

PENGHORMATAN,
PERLINDUMGAN DAN
ITAK PENYANDANG
DISABILITAS

15

PERDA NO 03 TAIHUN
2019

PENGELOLAAN
DAERAILI ALIRAN
SUNGAL

16

PERDA NO 01 TAHLIN
2020

PERUBAIIAN ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWES]
BARAT NOMOR 3
TAHUN 2013
TENTANG SISTEM
PERLINDUMNGAN
ANAK

PERIDDA MO 03 TAHUN
2020

PERLIBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI
BARAT NOMOR |
TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM

18

PERDA NO 04 TAHUN
2020

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI]
BARAT NOMOR 2
TAHUN 2012
TENTANG RETRIBIIST
JASA USAHA

PERDA NO | TAHUN
2022

PENGELOLAAN
HUTAN
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PERDA NO 2 TAHUN
2022

PENYELENGGARAAN
PELATIHAN DAN

PENGEMBANGAN
KOMPETENS]
SUMBER DAY A
MANUSIA

JENIS PERDA

JUDUL SUBJEK

MEMUAT
SANKSI

| PURDA YANG | PERDA YANG |

. SDH
| DITEGAKKAN

PERGUB NO : 33
TAHUN 2019

PELAKSANAAN JAM
KERJA, UPACARA,
APEL DAN
OLAHRAGA

v

v

=]

PERGUB NO - 38
TAHUN 2019

PERGUB NO ; 25
TAHUN 2020

TATA CARA
PENGELOLAAN
PENGADLUAN
DUGAAN
PENCEMARAN
DAN/ATAU
PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

STANDAR HARGA
SATUAN PEMBERIAN
INSENTIF TENAGA
KESEHATAN DAN
TENAGA PENUNIANG
KESEHATAN
LAINNYA YANG
MENANGANI
CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PERGUB NO : 33 Tahun
2020

PEMBERIAN
BANTUAN MODAL
BAGI USAHA MIKRO,
KECIL, DAN SERTA
INDUSTRI KECTL. DAN
MENENGAH
TERDAMPAK
CORONA VIRLS
DISEASE 2019 DALAM
RANGKA PEMULIHAN
EKONOMI

PERGUB NG : 41 Tahun
2020

PETUNIUK TEKNIS
KEGIATAN PADAT
KARYA
INFRASTRUKTUR
DAN PADAT KARYA
PRODUKTIF
PENANGANAN

DAMPAK COVID 20149

a8




ﬁ

PERGUDB NO : 01 Tahun
2022

PERUBAIIAN ATAS
PERATURAN
GUBERNUR
SULAWESI BARAT
NOMOR 40 TAHUN

| 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAK AN
HUELM PROTOROL
KESEHATAN DALAM
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALLAN
CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PERGUB NO : 08 Tahun
2022

PENAMGANAN AKSI
UNJLUK RASA DAN
KERUSUIHAN MASSA

PERGUD NO : 25 Tahun
2022

TANGOGUNG JAWAB
SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN

USAHA

PERGLIB NO : 35 Tahun
2022

PENGHITUNGAN i
DASAR PENGENAAN |
PAJAK KENDARAAN |
BERMOTOR DAN BEA |
BALIK NAMA
KENDARAAN
BERMOTOR
PEMBUATAN
SEBELUM TAHUN
2022 UNTUK TAHUN
PAJAK 2022
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Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Tambang Batu Gajah
Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan PERDA NO 04 TAIIUN 2014 Tentang PERLINDUNGAN
PEMNGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
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EADAN PENGELDLA KEVANGAN DAN PEK L

Dokumentasi Operasi Penegakan Perda/Perkada tentang Rokok Ilegal yang dilakukan oleh
Saman Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi barat Tahun 2021

Kegiatan Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Rokok



